
 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah force majeure dapat dijadikan 

alasan terhadap perubahan klausula dalam perjanjian kredit dan penyelesaian 

kredit macet yang dialami debitur akibat adanya force majeure pandemi Covid-

19. Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian 

yang menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang 

berlaku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa force majeure merupakan salah satu faktor 

terjadinya kredit macet, untuk menyelamatkan kredit macet debitur bisa 

mengajukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit dapat menyebabkan 

terjadinya perubahan klausul mengenai hak serta kewajiban yang wajib dipatuhi 

serta dilakukan oleh kedua pihak hal ini dikarenakan adanya pembaharuan 

perjanjian kredit. Penyelesaian kredit macet yang dialami debitur akibat adanya 

force majeure pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan melakukan 

restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 48 

/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai 

Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.  

Kata kunci: Covid-19, Keadaan Memaksa, Kredit Macet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 Purpose of this study is to determine whether force majeure can be used as an 

excuse for changing clauses in the credit agreements and how to credit 

experienced by debtors due to the COVID-19 pandemic force advanced. This 

study uses a normative juridical research method, which uses secondary data 

such as applicable laws and regulations and scientific journals related to the 

issues under study. The results show that force advanced is one of the factors in 

the occurrence of bad credit. To save bad credit, debtors can apply for credit 

restructuring. Credit restructuring may result in changes in clauses regarding 

rights and obligations that must be obeyed and carried out by both parties due to 

the renewal of the credit agreement. Settlement of bad credit experienced by 

debtors due to the Covid-19 pandemic force majeure can be done by 

restructuring credit as regulated in OJK Regulation Number 48 /POJK.03/2020 

concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 11 / 

POJK.03 / 2020 concerning Stimulus National Economy as Countercyclical 

Policy Impact of Coronavirus Disease 2019 Spread. 
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